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ABSTRAK 

ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN 

KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI YANG DITUJUKAN        

SECARA PRIBADI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 

(No: LP/B-/118/X/2015/SPKT Polda Lampung) 

 

Oleh 

AHMAD SAWAL 

 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menimbulkan 

berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi 

informasi adalah masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengakses informasi, 

serta lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat lainnya di belahan dunia, 

disamping itu dampak negatifnya adalah tidak terkontrolnya sikap masyarakat 

dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang dimiliki, sehingga menimbulkan suatu 

tindak kejahatan Salah satu bentuk dari tindak kejahatan yaitu pengancaman 

kekerasan melalui media elektronik. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah 

bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku pengancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik dan apakah yang 

menjadi faktor-faktor penghambat dalam penyidikan terhadap pengancaman 

kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media 

elektronik. 

 

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan 

Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada 

Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan 

terhadap hal yang berkaitan dengan asas hukum, perundang-undangan, sinkronisasi 

perundang-undangan dan yang berhubungan dengan penelitian. Dan prosedur 

pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan 

dan lapangan. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:(1) pelaksanaan 

penyidikan dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf J 

KUHAP dan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik meliputi menerima laporan polisi, melakukan penyitaan 

barang bukti, melakukan koordinasi dengan provider, dan melakukan koordinasi 

berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana.(2) Faktor penghambat Penyidikan terhadap pelaku 

Ancaman Kekerasan melalui Media  



         Ahmad sawal 
elektronik yaitu: sumber daya manusia Kepolisian masih perlu pengetahuan yang 

lebih dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, kurangnya sarana dan 

fasilitas penunjang, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. 

   
Berdasarkan Kesimpulan di atas maka yang menjadi Saran penulis adalah perlunya 

sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penyidik, khususnya aparat kepolisan 

dalam meningkatkan kualitasnya dengan cara lebih memahami tentang kemajuan 

teknologi serta dampak yang ditimbulkan. Kemudian perlu pengadaan sarana dan 

prasarana pendukung proses penyelidikan dan penyidikan berupa software  

dan/atau hardware serta perlu adanya standarisasi terkait penguasaan pengetahuan 

mengenai tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media elektronik dalam 

penerimaan penyelidik dan penyidik. 

 

Kata Kunci: Penyidikan, ancaman kekerasan, media elektronik  
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I.PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga 

mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa  disadari  produk teknologi 

sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, cellular 

(handphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota 

besar.1 

Informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon 

genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah 

menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan 

pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan 

demikian seringkali disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk 

menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat di akses, dicari, 

dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu 

negara.2 

 

                                                           
1 Dikdik M arief Mansur dan Elisatris Gultom, cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi, 

Bandung; repika Aditama, 2005 hlm 121 
2 Richard Mengko, memanfaatkan teknologi informasi, http//teknologi informasi.com, kamis 08 

september 2016, 19,00 WIB 
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Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa 

teknologi itu bebas,teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada 

perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau 

untuk menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi biasa dikatakan juga 

merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnyakeinginan 

orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti 

kejahatan dalam hal ini pengancaman dengan Short Message service (SMS). 

Terbukti bahwa sistem informasi teknologi elektronik tersebut bisa dijadikan alat bukti 

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi siapa-siapa yang melakukan 

pelanggaran,namun masih ada juga pelaku pelanggaran dan kejahatan yang belum 

teridentifikasi melakukan upaya tersebut. Bahwa semua kejahatan yang mereka 

lakukan melalui peralatan computer, telekomunikasi, dan informasi, baik berupa 

hardware, software maupun brainware. 

Pemerintah pada Tahun 1989 mengesahkan dan mengeluarkan Undang- Undang No. 3 

Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan diganti oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 

1999 tentang Komunikasi dan kemudian saat ini disempurnakan dengan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi Teknologi elektronik oleh Pemerintah 

dapat menekan angka Kejahatan teknologi informasi yang saat ini semakin 

berkembang. Dengan kesempurnaan Pasal demi Pasal diharapkan oknum pelaku tidak 

dapat terlepas dari jeratan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Bab VII untuk “ 

perbuatan yang dilarang” Pasal 27-37 dan Bab XI untuk “ ketentuan pidana” Pasal 45-

52).  
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Undang-Undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) telah menetapkan perbuatan-

perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (cyber crime) dan telah 

ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap kepentingan hukum dalam bentuk 

rumusan-rumasan tindak pidana tertentu. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 Pasal  dari 

Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 Pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis 

tindak Pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45. 

Perkembangan penduduk yang begitu pesat membentuk beragam klasifikasi 

masyarakat , kejahatan juga mempunyai jenis-jenisnya, tergantung pada kondisi 

masyarakat masing-masing. Pada masyarakat tradisional dan miskin, kecenderungan 

jenis kejahatan berupa kejahatan konvensional, sedangkan pada masyarakat industry 

maju dan perkotaan lebih mengarah pada kejahatan kerah putih(white-collar).3 Tugas 

pokok Polri dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah 

suatu perkara pidana berkaitan criminal justice system, Polri wajib melakukan proses 

penyidikan oleh penyidik Polri. 

Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang dalam proses penyidikan sebagai 

upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia, polri menduduki posisi sebagai aparat penegak 

hukum, polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani tindak pidana di 

seluruh wilayah negara Indonesia. Aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tindakan yang dimaksud adalah 

melakukan penyelidikan oleh penyelidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan 

                                                           
3 Nikmah Rosidah,Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pustaka Megister, Semarang, 2012, hlm. 12. 
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sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana 

yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan 

pelakunya. 

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Pada dasarnya pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana 

ITE adalah penyidik pejabat Polisi Negara RI. Namun demikian dalam hal penyidikan 

tindak pidana ITE juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik lain yang ruang lingkup 

tugas dan tanggungjawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 

adalah pejabat dari Departemen/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).  

Penyidikan tindak pidana dibidang ITE, selain berlaku seluruh ketentuan mengenai 

penyidikan dalam kodifikasi hukum acara (Bab IV Bagian kesatu dan kedua KUHAP) 

berlaku pula ketentuan khusus tentang Penyidikan dalam Bab X Pasal 42 s/d Pasal 44 

UU ITE. Dalam tiga pasal tersebut sekedar diatur tentang dua hal saja yang bersifat 

khusus, yaitu : 

a. Tentang penyidikan dan hak atau kewenangannya serta  prosedur yang harus 

dipenuhi dalam hal melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan tersebut 

(Pasal 43) 
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b. Tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam hal penyidikan,penuntutan dan 

dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana ITE (Pasal 44).4   

Pengancaman melalui SMS, pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat Karena 

hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan 

perbuatan hukum yang terjadi, akibatnya justru memiliki implikasi hukum di 

Indonesia, Karena bisa saja pelaku tindak pidana pengancaman melalui SMS ini berada 

di luar wilayah hukum Indonesia, misalnya Singapura, Malaysia dan negara lainnya.  

Berikut ini salah satu contoh kejahatan pengancaman kekerasan melalui sms :  

kasus laporan pengancaman yang diduga dilakukan oleh mantan Bupati 

Tulangbawang, Abdurachman Sarbini alias Mance terhadap Mualim Taher salah 

seorang tokoh masyarakat Pesawaran. Dari informasi yang dihimpun di Mapolda 

Lampung, Mance dikabarkan telah diperiksa oleh penyidik Kriminal Khusus 

(Krimsus) Polda Lampung untuk dimintai keterangannya terkait pesan singkat yang 

berisi pengancaman kepada tokoh pendiri Pesawaran tersebut. “Sudah diperiksa 

Mance oleh penyidik subdit II Dirkrimus Polda Lampung, pemeriksaannya dari jam 

10.00 hingga 12.00 WIB,” kata salah seorang sumber yang enggan disebutkan 

namanya, Rabu (18/11). 

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara 

mengatakan pihaknya telah memeriksa lima saksi dalam kasus ini. Sebelumnya 

korban merasa terancam akan sms tersebut melalui pesan singkat, yang berisi 

ancaman: Mulaimin kalau kamu laki mari kita sepagasan kapan dimana kamu,ku 

bunuh kau, saya mance!! Jangan kan kamu syahrudin gubernur aja ku tantang. 

kamu. Mulaim Taher (50), warga Desa pampangan melaporkan Abdurahman 

Sarbini ke Polda Lampung dengan laporan polisi nomor LP/B-/118/X/2015/SPKT 

                                                           
4 Adami chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa 

Creative, Malang, 2015, hlm 218 
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tanggal 19 oktober 2015.Diketahui sebelumnya, Mance dilaporkan ke bagian 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung pada Senin (19/10) lalu oleh 

Mualim Taher didampingi kuasa hukumnya, Syamsudin atas kasus dugaan tidak 

menyenangkan melalui pesan singkat (SMS). Dalam SMS itu, diduga berbunyi 

adanya pengancaman yang dilakukan oleh Mance. Permasalahan SMS itu, bermula 

ketika Mualim mengirimkan pesan singkat (SMS) terkait ucapan selamat kepada 

pihak Kejaksaan dan tokoh masyarakat. Yakni atas keberhasilan penegakan hukum, 

telah mengeksekusi Dodi Anugerah (Anak Mance) terkait dengan kasus korupsi 

pengadaan kendaraan mobil dinas (Randis) di Kabupaten Pesawaran.5 

Pasal 369 KUHP mengatur tentang Tindak Pidana Pengancaman, sebagai berikut : 

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan 

maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang 

supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan 

piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena 

kejahatan. 

Ketentuan Pasal di atas, jika dikaitkan dengan pola baru dalam kejahatan Pengancaman 

dengan SMS, maka ini dirasakan cukup sulit menjerat pelaku kejahatan pengancaman 

dengan SMS menggunakan Pasal dalam KUHP. Guna mengatur tata cara penggunaan 

teknologi informasi dan Komunikasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang- 

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE). 

Tindak Pidana Pengancaman di dalam UU ITE diatur dalam Pasal berikut : 

                                                           
5 http://www.harianpilar.com.terus-dalami-kasus-pengancaman-oleh-mance, minggu 5 februari 
2017,20.00 WIB. 
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- Pasal 29 : 

“ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- 

nakuti yang ditujukan secara pribadi.” 

secara pribadi adalah orang perseorangan (manusia atau natural person) sehingga 

dengan demikian tidak termasuk korporasi. Penjelasan yang tidak memberikan 

keterangan apapun tindak pidana tersebut hanya dapat di pertanggungjawaban secara 

pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah 

orang perseorangan Karena yang dapat merasa takut adalah manusia.6 Pengancaman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE bukan merupakan delik aduan.. 

Uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan 

ketentuan pidana terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan dengan mengambil 

judul “ Analisis Penyidikan terhadap Pelaku Pengancaman Kekerasan atau Menakut-

nakuti Yang Ditujukan Secara Pribadi Melalui Media Elektronik  (No: LP/B-

/118/X/2015/SPKT Polda Lampung)”. 

 

 

 

 
 

                                                           
6 Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace, Bandung : PT. 

citra Aditya Bakti, 2001 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku yang melakukan ancaman 

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana 

ketentuan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyidikan terhadap pelaku yang 

melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 

pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan 

dibatasi pada Analisis Penyidikan terhadap pelaku yang melakukan ancaman kekerasan 

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang mengacu pada KUHP, dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Penelitian ini dilakukan di Polda Lampung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (subdit 

cyber crime) dan dilakukan pada Tahun 2016. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku yang melakukan ancaman 

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana 

ketentuan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan terhadap pelaku yang 

melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 

sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Sedangkan Kegunaan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut   : 

a. Secara Teoritis  

Manfaat Penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana 

menyangkut Pengaturan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menyempurnakan peraturan hukum yang menyangkut tindak pidana di bidang alat 

komunikasi. 

b. Secara Praktis 
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Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas 

persoalan-persoalan dalam penyidikan terhadap pelaku serta diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang 

hukum serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan dan Penyidikan serta menjadi 

referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi Ilmu Hukum Pidana. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, 

keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan 

pedoman untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan.7 

Pasal 1 butir 2 ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP menentukan bahwa : 

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya”. 

Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan Penyidikan adalah untuk “menunjuk siapa 

yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang 

telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun 

keterangan- keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu 8 

                                                           
7 Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 77 
8 Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Para mita, Jakarta, 1997, hlm 11 
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Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-

keterangan tentang : 

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan  

b. Kapan tindak pidana itu dilakukan  

c. Dimana tindak pidana itu dilakukan  

d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan  

e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan  

f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan  

g. Siapa pembuatnya 

 
Achmad Ali, Hukum Acara Pidana mengenal adanya dua tahap pemeriksaan yaitu : 

a. Pemeriksaan Pendahuluan sebelum perkara pidana diajukan kepengadilan. 

Pemeriksaan pendahuluan ini dibedakan atas : 

(i) Pemeriksaan dikepolisian  

(ii) Pemeriksaan dikejaksaan. 

b. Pemeriksaan di persidangan pengadilan.9 

 

terkait dengan penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian. Salah 

satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka 

tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan 

merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan 

tersangka dana tau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak 

                                                           
9 Achmad Ali, Menguak tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT. Gunung AgungTbk, 

Jakarta. 2002, hlm. 62 
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pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang 

bukti didalam tindak pidana tersebut jelas dan dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP). 

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP diatur lebih lanjut. Kewenangan polisi 

sebagai Penyidik sangat luas dan besar. Apabila pengawasan vertikal ataupun 

horizontal kurang berperan serta tidak diimbangi dengan mentalitas yang  baik  dan  

profesionalisme  tinggi,  niscaya  cita-cita  pembentukan  undang- undang tidak 

terwujud. Apabila ditambah lemahnya KUHAP dan mungkin tidak efektifnya 

pengawasan hukum menyebabkan antara lain hal-hal : 

(1).  Belum sepenuhnya dipenuhi hak-hak tersangka dan bahkan terjadi penyikasaan 

untuk memeras pengakuan tersangka. 

(2).  Berkas perkara bolak-balik antara Penyidik dan Penuntut Umum, menyebabkan 

tidak tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

(3).  Masih banyak perkara yang tidak dapat menjadi berkas perkara guna dilakukan 

penuntutan. 

Undang-Undang ITE yang diberi wewenang melakukan penyidikan tidak berbeda 

dengan yang diatur didalam KUHAP, yaitu penyidik POLRI dan Penyidik PNS yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam melaksanakan penyidikan 
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sebagai salah satu tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma 

agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor 

mempengaruhi dalam penegakan hukum meliputi : 

a. Faktor hukumnya. 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

ditetapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil budaya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

2. Konseptual  

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang mempunyai arti- arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti 

atau diketahui. 10 berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Analisis adalah sebuah proses menguraikan sebuah pokok masalah atas berbagai 

bagiannya, penelaahan juga dilakukan pada bagian tersebut dan hubungan antar 

                                                           
10 Ibid. hlm. 132. 
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bagian guna mendapatkan pemahaman yang benar serta pemahaman masalah 

secara menyeluruh.11 

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.12 

c. Pelaku adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, ataupun turut 

serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidanayang bersifat 

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang 

yang mampu bertanggungjawab.  

d. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa 

ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa 

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan 

hakiki seseorang. Ancaman juga merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat 

untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara 

konsepsional melalui segala tindak criminal dan politis. 

e. Secara pribadi adalah nama untuk individu dalam tatanan rohani, merupakan 

sesuatu yang individual, pola prilaku manusia yang merupakan ciri khas yang 

mencakup kebiasaan, sikap, dan berbagai sifat khas. 

                                                           
11 W.J.S Poerwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1987, hlm.40. 
12 Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, 

Jakarta: Sinar Grafika, 1992. 
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f. Menakut-nakuti adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan 

segala bentuk tindakan atau ancaman yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang terhadap yang lainnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti 

orang tersebut. 

g. Media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu, yang 

berbentuk elektronik, contohnya media elektroniknya TV, radio, dan HP (Hand 

Phone) juga internet.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Hafied cangara.  Pengantar Ilmu Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan Skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana, tinjauan 

umum mengenai penyidikan, pengertian pelaku, pengertian tindak pidana 

pengancaman kekerasan. 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data dan 

pengolahan serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi 

lapangan. 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan 

pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian 

dan pembahasan yang bekaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan 

mengenai tugas dan wewenang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan 

wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 sampai 

dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagai berikut: 

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

2. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
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(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:  

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e.  memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana  sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. menyelenggarakan identifikasi keplolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. memberikan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

peraturan-perundang-undangan. 

 

Penyelesaian perkara pidana adalah  suatu proses yang berjalan secara bertahap dan 

berkesinambungan,  yakni dimulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu tindak 

pidana sampai dengan dijalankan putusan pengadilan serta proses pengawasan dan 

pengamatan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat narapidana.Sebelum  
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diadakannya penyidikan oleh anggota kepolisian, dilakukan terlebih dahulu 

penyelidikan.  

Adapun maksud dari tindakan penyelidikan tersebut adalah untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam 

Undang-Undang. Setelah mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi diduga atau 

merupakan tindak pidana psikotropika, maka penyelidik segera melakukan tindakan 

penyelidikan ke lokasi. 

Pada penjelasan Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a angka 4 yang dimaksud dengan tindakan  lain  

adalah  tindakan  dari  penyelidik  untuk  kepentingan  penyelidikan dengan syarat : 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan   

jabatan 

c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya 

d.  Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa 

e.  Menghormati hak asasi manusia. 

 

Aparat Penyidik Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur penting yang 

paling awal berhadapan dengan kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan 

kejahatan untuk untuk mewujudkan situasi kamtibmas terkendali. Semakin maju suatu 

kehidupan masyarakat, semakin besar tantangan dan kompleks yang harus dihadapi 

polisi, termasuk tugasnya sebagai aparat yang bertugas melakukan tindakan 
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penyelidikan dan penyidikan.Pengusutan (opsporing) dalam Kitab undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan.  

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah 

dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah 

menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakkan hukum 

(law enforcement).14 Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah 

seseorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap 

tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat 

dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang undang yang berlaku. Jadi, semua 

pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi 

tersangka/terdakwa.  

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir (2) 

Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik 

apabila telah terjadi suatu tindak pidana. 

                                                           
14 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan 

Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika. 2004. hlm. 40. 
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R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai 

berikut : 

a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan, dan 

pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, 

tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. 

b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan 

suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari 

pemeriksaan perkara pidana. 

 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam 

pengertian penyidikan adalah  : 

a. Penyidik merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan 

yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan. 

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik. 

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

d. Tujuan Penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. 

 

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya 

penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang 

dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum 

terang itu dapat diketahui dari proses penyelidikan. Setelah itu melakukan penyidikan 

merupakan langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri, langkah aplikasi 



22 
 

pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan 

wilayah hukum yang progresif sosiologis.15 

 

Pengertian Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa : 

1. Penyidik adalah : 

a.) Pejabat Polisi Republik Indonesia 

b.) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur 

dalam peraturan pemerintah. 

 

Penyidikan berasal dari kata dasar “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, 

atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan merupakan kegiatan 

Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti 

yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat dan 

sebagainya. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian 

opsporing (Belanda) dan investigation(Inggris) atau penyiasaatan atau siasat 

(Malaysia). 

 

Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 

7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu : 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak 

pidana 

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian  

                                                           
15 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum progresif.Jakarta, 
Sinar grafika. 2012. hlm, 36 
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3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara 

9. Mengadakan penghentian penyidikan  

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

 
Kewenangan pejabat penyidik yang dimaksud Pasal 43 ayat (5) UU ITE sebagian sama 

dengan kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a 

KUHAP. Misalnya kewenangan dalam hal menerima laporan atau pengaduan, atau 

atau memanggil setiap orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi. Mengingat 

penyidikan tindak pidana ITE merupakan hal khusus (lex specialis) yang seharusnya 

hanya mengatur hal kewenangan penyidikan yang khusus saja, dan tidak perlu lagi 

mencantumkan kewenangan yang bersifat umum yang ada dalam KUHAP.  

 

Penyidikan perkara dimulai atas dasar adanya laporan, pengaduan, serta tertangkap 

tangan. Laporan atau pengaduan yang secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor 

atau pengadu, sedangkan laporan atau pengaduan yang secara lisan harus diicatat  oleh  

penyidik  dan  ditandantangani  oleh  pelapor  atau  pengadu  dan penyelidik. Sifat dasar 

dari penyidikan adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang disesuaikan 
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dengan fakta yang sebenar-benarnya. Dalam penyidikan perkara, kebenaran yang 

mutlak sulit untuk diperoleh, walaupun demikian bukti-bukti dapat diketemukan 

sebanyak-banyaknya, sehingga paling tidak mendekati kebeneran materil. 

 

Penyitaan dan penggeledahan, penyidik juga diberi batasan-batasan. Pasal 43 Ayat (2), 

(3) dan (4) menentukan bahwa : 

a. Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap 

privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan public, integritas data, atau keutuhan data 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan 

dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. 

c. Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaaan sebgaimana dimaksud pada ayat 

(3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. 

 
 

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut 

umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara 

formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme surat pemberitahuan 

dimulainya penyidikan (SPDP), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 

KUHAP. Namun kekurangan yang dirasakan sangat menghambat adalah tidak ada 

ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus dibeitahukan 

kepada penuntut umum. 

 

Penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga 

tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif . 

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang 

diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat 
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mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana 

tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang 

dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar 

terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk 

dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. 

 

Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan 

dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak 

Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak 

pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak 

pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari 

pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai 

jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. 

 

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah 

memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus 

sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut 

Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu 

penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut 

Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. 
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penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, 

maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana 

tembusan surat tersebut dismpaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan 

keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).  

 

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera 

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum 

berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas 

perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, 

dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera 

melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 

110 KUHAP) 

 

Tujuan Penyidikan adalah untuk mengetahui dan menemukan siapa yang telah 

melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. 

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik menghimpun keterangan-keterangan 

sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai : 

1. Faktor tentang suatu tindak pidana 

2. Identitas suatu tindak pidana 

3. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan 

4. Waktu terjadinya tindak pidana  

5. Apa yang menjadi motif, tujuan serta maksud dilakukannya tindak pidana 

6. Identitas pelaku tindak pidana. 
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Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui 

proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah 

suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut 

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang 

mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang- 

undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan 

tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai 

sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.16 

 

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar 

masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang 

beriintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. 

 

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum 

yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan-aturan untuk: 

                                                           
16 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm.15.  



28 
 

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 

dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut;  

2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan 

itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.17 

 

Hukum menurut Hans Kelsen merupakan tata aturan (order) sebagai suatu sistem 

aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak 

menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang 

memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. 

Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan 

satu aturan saja.18 

 

1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum 

Faktor-faktor atau komponen penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) faktor atau 

komponen yaitu: 

1) Faktor Penegak Hukum 

                                                           
17 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Bina 

Aksara, 2002, hlm.1. 
18 Jimly Asshiddiqie, Ali Safa‟at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, 

hlm.13. 
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Faktor ini menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi- fungsi 

tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Faktor-faktor penegak hukum 

meliputi: 

a) Badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif. 

b) Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasehat 

Hukum dan Pengadilan. 

c) Aparat pelaksana pidana. 

 

2) Faktor Nilai 

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. 

Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula 

sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa urgennya kedudukan nilai dalam 

mewujudkan penegakan hukum pidana yang baik.19 

 
3) Faktor Substansi Hukum 

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan 

dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi 

hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum, sedangkan baik 

buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang 

diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.20 Menurut Soejono Soekanto, 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:21 

                                                           
19 Op.Cit. hlm.5-6. 
20 Op.Cit. hlm.13-14. 
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1993, hlm.8. 
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a) Faktor Hukum (Undang-Undang) 

Semakin baik suatu peraturan hukum, maka akan semakin baik pula penegakannya. 

Sebaliknya, semakin tidak baik, atau rumitnya suatu peraturan hukum, maka akan 

semakin sulit pula hukum untuk ditegakkan. Secara umum, peraturan hukum yang 

baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. 

b) Faktor Penegak Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas 

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat  

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima 

oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga 

dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 

pengetahuan tentang kejahatan elektronik. Kemudian perangkat keras itu sendiri 

merupakan fasilitas pendukung, seperti alat-alat yang canggih serta memadai dan 

mengikuti perkembangan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat saat ini. Dengan 

adanya peningkatan pendidikan pada kepolisian dan peningkatan sarana atau fasilitas 

secara menyeluruh, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sempurna. 
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d) Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di 

dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, 

yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya 

hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, 

tidak mendukung, dan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum 

semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. 

Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. 

 

e) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan 

dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa 

yang dilarang. 
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B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang 

dikemukakan oleh para sarjana yaitu22: 

a. Pompe 

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan 

tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

b. Moeljatno 

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

c. Wirjono Prodjodikoro 

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana.  

Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum 

terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran 

dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak 

                                                           
22Tri Andrisman, Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia), 

Bandar Lampung: Universitas Lampung.2011,hlm.70. 
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pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu 

perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggung jawabkannya 

si pembuat (criminal responsibility atau mens rea).23 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Moeljatno penganut pandangan dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana 

atau tindak pidana sebagai berikut:24 

1. Perbuatan (manusia) 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka sesorang yang melakukan tindak pidana harus 

dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban 

pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno, 

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: 

a) Kesalahan 

b) Kemampuan bertanggungjawab 

c) Tidak ada alasan pemaaf. 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang tercantum pada KUHP, yaitu: 

1. Kejahatan dan Pelanggaran 

                                                           
23 Ibid 
24 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Bina 

Aksara, 2002, hlm.55. 
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Terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, perbedaan kejahatan dan 

pelanggaran secara kualitatif yaitu, kejahatan adalah Rechtsdelicten, artinya 

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian. 

Sedangkan pelanggaran adalah Wetdelicten, artinya perbuatan yang disadari oleh 

masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang- undang menyebutnya 

sebagai delik.  

2. Delik Formil dan Delik Materiil 

Delik formil perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang. Sedangkan delik materiil perumusannya dititik beratkan kepada 

akibat yang tidak dikehendaki. 

3. Delik Commissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Commissionis per 

Ommissionis Commisa. 

a. Delik commissionis merupakan pelanggaran terhadap larangan, misalnya 

pencurian, penggelapan, penipuan. 

b. Delik ommissionis merupakan pelanggaran terhadap perintah, misalnya tidak 

menolong orang yang membutuhkan pertolongan. 

c. Delik commossionis per ommisionis commissa merupakan pelanggaran 

larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. 

4. Delik dolus (kesengajaan). 

5. Delik tunggal (dilakukan satu kali). 

6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus, 

7. Delik aduan dan bukan delik aduan. 

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. 
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9. Kejahatan ringan. 

10. Pelanggaran 

 

C. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan  

Tindak pidana pengancaman di dalam UU ITE diatur dalam pasal berikut:  

- Pasal 29  :  

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi”  

  

Dari Pasal diatas diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yakni:  

1. Unsur subyektif, adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan 

undang-undang disebut “dengan sengaja”.  

2. Unsur obyektif, adalah perbuatan yang melawan hukum : 

a. Tanpa hak  

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa  hak, maka 

tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan 

mendistribusikan,atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. 

Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum 

berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki 

segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus 

ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum 
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mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah 

mengetahui atau menyadari bahwa Ia tidak berhak melakukannya.  

b. Mendistribusikan  

 Mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada 

beberapa orang atau beberapa tempat.25  

Dalam konteks tindak pidana pengancaman dengan menggunakan sarana 

teknologi informasi menurut UU ITE. Maka kiranya perbuatan mendistribusikan 

diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya 

menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi 

elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi 

elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.   

c. Mengirimkan  

Definisi dari kata mengirimkan adalah menyampaikan, mengantar (dengan 

perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya.26 Dalam hal ini adalah 

menyampaikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi elektronik 

yang dikirim adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti 

tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, 

foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronik maill) 

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, anda, kode akses, simbol, 

                                                           
25 Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indoesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, 

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 336.  
26 http://www.artikata.com/arti-368688-mengirimkan.html  
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atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang mampu memahaminya.  

d. Objeknya  

Adalah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan 

Pemerasan dan/atau pengancaman. Dengan menggunakan penafsiran gramatikal 

dan menerapkannya pada objek tindak pidana, maka dapat didefinisikan. 

Dokumen elektronik adalah surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara 

elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchage (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, 

kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah. 

 

SMS dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. Informasi 

elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas 

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), 

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE) 

dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 

Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
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gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol  

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU ITE). 

mengacu pada pasal-pasal di atas, pada dasarnya, apabila orang tersebut ingin 

mengadukan kepada pihak yang berwajib (polisi) atas pengancaman karena perkataan 

yang dikirim melalui SMS pelaku kirimkan, maka Anda sebagai pihak yang dirugikan 

atas pengancaman  dengan perkataan ancaman yang menakuti-nakuti dari SMS yang 

orang itu kirimkan, juga memiliki hak yang sama untuk mengadukannya kepada pihak 

yang berwajib. Hal ini menyangkut kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang 

telah termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”): 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan 

Hukumnya perbuatan, apabila isi informasi Dokumen Elektronik tersebut mengandung 

muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah ancaman kekerasan, sementara 

sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE. 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Sementara dalam rumusan Pasal 29 mengenai obyeknya, Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang dimaksud adalah berisi ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi  
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Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau 

cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. 

Sementara pada ancaman kekerasan wujud nyata kekerasan belum dilakukan. Namun 

telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Karena 

itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis. Karena sifatnya 

kekerasan yang berupa perbuatan fisik yang dilakukan langsung pada orang yang 

dipaksa, maka perbuatan semacam ini tidak mungkin bias dilakukan dengan cara 

memanfaatkan teknologi informasi. Ancaman kekerasan pada seseorang bisa dilakukan 

dengan mendistribusikan Informasi Elektronik. Misalnya dengan mengirimkan e-mail 

pada alamat seseorang atau mengirim SMS pada nomor handphone seseorang. 

 Maka dalam hal ini, SMS yang berisi ancaman tersebut dapat ditafsirkan dengan 

menggunakan penafsiran hukum ekstensif yang diperluas yaitu sebagai informasi 

elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 

pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, SMS dapat 

dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi 

ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditunjukan secara pribadi. 
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D. Dasar Hukum dan Ancaman kekerasan yang Ditujukan Secara Pribadi 

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik) 

 

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari pengancaman, maka harus ada produk 

hukum sebagai suatu alat kontrol pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan yang 

ditujukan secara pribadi. Produk hukum ini berupa sanksi pidana yang bertujuan untuk 

memberikan efek jera, serta mengembalikan pelaku tindak pidana tersebut ke dalam 

masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan mencegah pihak lain agar tidak 

melakukan perbuatan tersebut. Adapun tujuan pemidanaan selengkapnya yaitu: 

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat; 

b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan berguna; 

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.27 

 

Hukum pidana menjadi pilihan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana dan dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, maka hukum pidana dalam kasus 

ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mencegah, menanggulangi, mengurangi, 

menekan angka perkembangan, dan bahkan memberantas kasus pengancaman 

kekerasan melalui SMS. 

                                                           
27 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 

Semarang, 2001, hlm.75. 
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Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undang tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dimana pelaku dapat dijerat menggunakan pasal-pasal yang terdapat pada 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, yaitu: 

Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 

menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi”. 

 
hubungan unsur sengaja dengan unsur-unsur lainnya dalam pasal ini, secara singkat 

sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan tindak pidana(yang memuat semua unsur 

pasal) oleh Karena itu semua unsur-unsur itu juga dikehendakinya, tidaklah mungkin 

seseorang berbuat terhadap hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Demikian juga 

terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan. Si pembuat menyadari bahwa perbuatan 

mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya ancaman kekerasan itu adalah tidak 

dibenarkan, tercela atau melawan hukum. Dari sudut ini maka sifat melawan hukumnya 

adalah subjektif. 

 

Perbuatan mengirimkan sesungguhnya Include masuk dalam perbuatan menyampaikan 

mengirimkan adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) sesuatu objek 

dengan alat yang In casu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi 

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Alat yang 

digunakan dalam hal ini menyampaikan Informasi Elektronik adalah sistem elektronik.  
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Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sementara 

menakut-nakuti, mengandung pengertian yang lebih luas dari ancaman kekerasan. 

Ancaman kekerasan juga bisa menimbulkan rasa takut, rasa khawatir. Menakut-nakuti 

adalah berbuat sesuatu untuk menjadikan orang lain takut. Perasaan takut tersebut, 

tidak bersifat umum atau berlaku terhadap semua orang. Alasannya adalah dalam 

rumusan tindak pidana Pasal 29 secara tegas dicantumkan frasa “ yang ditujukan secara 

pribadi”. 

 
Terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman yang terdapat dalam 

Pasal-Pasal berikut: 

Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: 

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan 

Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang 

menimbulkan kerugian. 

2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang 

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi 

yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: 

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum baik hukum 

sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang 

berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. menurut pendapat Soerjono 

Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.28 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu : 

a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara melihat dan mempelajari buku-

buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku 

dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti yaitu 

Peran Penyidik Polisi Terhadap Pelaku yang melakukan Pengancaman 

Kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ditinjau dari 

Undang-Undang Informasi Transaksi elektronik. 

                                                           
28 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers : Jakarta, 2004, hlm.1. 
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b. Pendekatan Empiris, yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data 

primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui 

kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan wawancara dengan 

apparat penegak hukum serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang 

bagaimana penyidikan terhadap pelaku yang melakukan ancaman kekerasan 

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi di tinjau dari Undang-

Undang Informasi Transaksi Elektronik. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti 

sebagai obyek penulisan, data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung 

penelitian ini. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. 

Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap 

banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan 

penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian 

ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.30 

 
 
 
 
 

                                                           
30 Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 65. 
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1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, Data 

Primer ini akan diambil dari wawancara Kepada Penyidik Direktorat Reskrimsus 

Polda Lampung dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari :  

a. Bahan hukum Primer terdiri dari : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 

1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara pidana (KUHAP). 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan Penjelasan-

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum Primer seperti literature-literatur ilmu 

hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 
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c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus 

Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber 

dari bahan-bahan yang didapat melalui internet. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Berkaitan dengan permasalahan penelitian maka data lapangan akan diperoleh dari 

para narasumber, narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas 

objek yang diteliti.31 Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan 

langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan dengan 

anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Lampung = 2 orang 

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana  

Fakultas Hukum Universitas Lampung   = 1 orang + 

 

Jumlah       = 3 orang  

 

 

 

                                                           
31 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: 

pustaka Pelajar, 2010, hlm.175. 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

a. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data Primer dengan menggunakan 

metode wawancara (interview) secara langsung dengan responden yang harus 

direncanakan sebelumnya wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka 

dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang 

bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara 

mempelajari atau membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang 

didapat depergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada 

umumnya dilakukan dengan cara : 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul 

apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan 

permasalahan. 

2. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 
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3. Sitematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. 

 

E.  Analisis Data  

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan 

dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan 

penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya 

dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pengancaman kekerasan atau 

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Serta faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penghambat dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman 

kekerasan atau menakut-nakutiyang ditujukan secara pribadi. 

Data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan 

atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di 

lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya 

data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara berfikir 

yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan 

dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu: 

 

1. Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana Pengancaman Kekerasan melalui 

Media Elektronik meliputi Penyelidikan dan Penyidikan. Dalam menerima 

laporan polisi, belum dapat melakukan pelacakan (tracking ), tindak pidana yang 

disidik adalah tindak pidana yang didapat dari laporan korban, kemudian dalam 

hal adanya tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan ponsel 

(handphone) Kepolisian melakukan koordinasi dengan provider. Terhadap 

barang bukti dan/atau alat bukti yang diperoleh dari penyitaan penyidik 

membawa barang alat bukti tersebut ke Markas Besar Kepolisian Negara 

Republik Indonesia untuk diteliti lebih lanjut. Keseluruhan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media 

elektronik oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab undang-undang Hukum 

Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak 

Pidana.  
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2. Faktor Penghambat Penyidikan terhadap Pelaku Ancaman Kekerasan melalui 

Media Elektronik antara lain: 

a. Penyidik, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya sumber daya 

manusia Kepolisian kurang menguasai pengetahuan yang lebih dalam bidang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan. 

b. Sarana dan Fasilitas, kurangnya sarana dan fasilitas penunjang. Dalam 

proses pencarian alat bukti untuk membuktikan suatu perakara tersebut, 

penyidik harus ke Mabes Polri, mengingat alat yang belum tersedia di kantor 

mereka. Hal ini melemahkan penegakan hukum pidana tersebut dalam 

menanggulangi tindak pidana pengancaman kekerasan mealui media 

elektronik. 

c. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Masyarakat harus selalu 

berhati-hati dalam menggunakan media elektronik guna terhindar dari tindak 

pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

d. Kultur dan Budaya, Media elektronik dijadikannya sebuah wadah untuk 

berkomunikasi. tidak langsung masyarakat membawa pribadinya masuk ke 

dalam media sosial tersebut. Hal ini mengakibatkan meskipun undang-

undang yang diciptakan sudah demikian bagusnya serta sedemikian kuat dan 

adilnya penegak hukum menurut pemerintah, namun apabila tidak terdapat 

keseimbangan dengan budaya dan adat yang berlaku dalam masyarakat, 

maka semuanya itu tidak akan berarti apa-apa. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan 

saran: 

1. Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan oleh penyidik baik itu berupa software dan/atau hardware. guna 

memaksimalkan kinerja dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat luas. 

Kemudian peningkatan kualitas dari aparat penyidik dengan cara diberikannya 

pemahaman yang mendalam tentang kemajuan teknologi serta dampak yang 

diberikan sehingga aparat penyidik dapat menjalankan tugas dan kewajibannya 

dengan maksimal, dengan begitu tujuan akhir penyidikan dapat tercapai. 

 

2. Perlunya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap UU Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan di 

jaman modern kini media elektronik sangat dekat penggunaannya dengan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sebagian besar 

masyarakat kita akan hukum. Dan standar terkait penguasaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam penerimaan penyelidik dan penyidik pada 

penyidik kepolisian. 
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